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1.1 Latar Belakang

Sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Irsi@yang membagi
daerah Indonesia atas daerah-daerah besar darn d@erh dengan bentuk dan
susunan tingkat pemerintahan terendah adalah Des&@urahan. Sebagaimana
di rumuskan pada Pasal 1 ayat (1) Undang Undan@ hun 2014 tentang desa,
sebagai berikut:

Desa merupakan suatu kesatuan masyarakat hukumnyamgiki batas
wilayah yang wewenang untuk mengatur dan mengurusan pemerintah,
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan praiessarakat, hak asal usul,
atau hak tradiosonal yang diakui dan di hormatiamhalsistem pemerintahan
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam perjalanan ketatanegaraan Republik IndoneBiasa telah
berkembang dalam berbagai bentuk sehingga pethddiigi dan diberdayakan
agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokrasinggla dapat menciptakan
landasan yang kuat dalam melaksanakanpemerintahp&@abangunan menuju
masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Dalam perkembangannya, Desa di tuntut untuk lebaljuydan mandiri
melalui penguatan desa di harapkan pula dapat nemibmasyarakat Indonesia
yang cerdas, memilki perekonomian yang sesuai aetegaf hidup layak, serta
meiliki sarana dan prasarana yang memadai dalanalaenkehidupannya, yang
pada akhirnya bermuara pada terwujunyaelfare state) kesejahteraan

masyarakat Indonesia.



Dalam wupaya pengembangannya, Desa menghadapi gherba
permasalahan seperti kurang terserapnya aspirayanmakat, pelayanan publik di
kelurahan yang kurang baik, serta pembangunan ekod@an infrastruktur yang
kurang memadai yang di sebabkan oleh tidak jalarbig@krasi yang baik di
tingkatan Desa.

Berkaitan dengan usaha pembangunan dan kemajudn desa itu,
melalui Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentangaDdibentuklah Badan
Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga ledsasa. Lembaga ini pada
hakikatnya adalah mitra kerja Pemerintah Desa yaagiliki kedudukan yang
sejajar dalam menyelenggarakan urusan pemeriniaésa

Pemerintahan desa yang terdiri dari pemerintah Ddaa Badan
permusyawaratan Desa mempunyai wewenang tersamuiwmk mengatur dan
mengurus rumah tangganya, hal ini memberikan pgluBepada Badan
Permusyawaratan Desa untuk menjalankan tugas dagsifiya dalam
pemerintahan Desa tanpa ada campur tangan landadngemerintah daerah.

Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa bukan hselyagai
lambang dari pemerintahan desa, akan tetapi meanpa&tu perwujudan dari
keberlangsungan pemerintahan desa yang membawaaklgrogpitif bagi seluruh
masyarakat, dengan adanya Badan PermusyawaratansBksuh aktivitasnya
masyarakat dan pemerintahan dapat terarah seswgardi&einginan masyarakat.

Dalam pembangunan infratruktur di dalam desa B&aimusyawaratan
Desa berperan penting, sebab Badan Permusyaw&atankedudukanya setara

dengan kepala Desa, seyogianya Badan Permusyaw&ata memiliki fungsi



aktif untuk membangun Desa bersama kepala DesaanB&trmusyawaratan
Desa harus menjadi instansi yang bisa di andalkatm masyarakat Desa dalam
pelaksanakan fungsinya sebagaimana yang di jelagidmm pasal 55 Undang-
undang No. 6 Tahun 2014.

Salah satu faktor untuk mengefektitkan suatu pemtaran Desa, yaitu
pelaksanakan fungsi Badan Permusyawaratan Desa deltif, yang dapat
membawa kesejahteraan dan perubahan bagi wargarakatydesa, selain dari
kesadaran Badan Permusyawaratan Desa, juga hausesddaran dari seluruh
pemerintah Desa untuk saling bekerja sama, memhkeiptakondisi yang
komprehensif terhadap pemerintahan. Di samping itu:

"Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut nieagaa lain adalah

lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan amggotanya

merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkamvkakdan wilayah
dan ditetapkan secara demokratis.”

Badan Permusyawaratan Desa bukanlah merupakan dembpartama
yang berperan sebagai lembaga yang berfungsi pgraspirasi masyarakat Desa
melainkan perbaikan dari lembaga sejenis yang pheada sebelumnya, seperti
Lembaga Musyawarah Desa yang direvisi menjadi B&#awakilan Desa (BPD)
yang oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 diubsnjadi Badan
Permusyawaratan Desa (BPD). Dalam Undang-undang karu (UU No. 6
Tahun 2014) pasal 55 dinyatakan bahwa:

Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi yaki)i membahas

dan menyepakati rancangan peraturan Desa besamaalakep

Desa;(2)menampung dan menyalurkan aspirasi masyafaksa; dan
(3)melakukan pengawasan kinerja kepala Desa.



Dalam mengimplementasikan tugas dan kewenangannyalarB
Permusyawaratan Desa di Desa Boroko menetapkatuRereDesa Nomor 01
tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Bedlega (APBDes), hal ini
menunjukan bahwa instansi ini cenderung melaksang@aanannya. Namun
pihak-pihak lain menyatakan bahwa Badan Permusydamar Desa belum
mengimplementasikan dengan jelas fungsi ini. Olareka itu calon peneliti
tertarik untuk mengetahui bagaimana pelaksanaagsfl8PD di Desa boroko.

Pernyataan di atas di ungkapkan pula oleh bebendganan yang yang
calon peneliti wawancarai yaitu Bapak Suka tampfiagai aparat Desa pada
tanggal 10 maret 2014 pukul 20.00, menyatakan balavatiga fungsi Badan
Permusyawaratan Desa dalam palas 55 Undang-undang6 NTahun 2014
Tentang Desa kurang optimal, karna Peraturan PetabriNo 7 Tahun 2008
Tentang Badan permusywaratan Desa butuh direvisibk®, supaya Badan
Permusywaratan Desa, khususnya Badan Permusywd&atandi Desa Boroko,
Bisa mengetahui dengan jelas fungsi-fungsi BDRebars

Ada beberapa faktor hukum yang bisa menggukur ifigkt suatau
organisasi yaitu sebagai berikut: 1. Faktor huktumsendiri, 2. Faktor penegak
hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yaegerapkan hukum, 3.
Faktor sarana fasilitas yang mundukung penegakianhu4. Faktor masyarakat,
yakni lingkungan tempat hukum tersebut berlaku at#erapkan, 5. Faktor
budaya, yakni setiap hasil karya cipta dan rasasdickan pada karsa manusia di

dalam pergaulan hidup.

! Seorjono soekanto, 2010 dalam dukum, Bunadi Higl&gmidanaan Anak di Bawa Umur,
Bandung, Alumi, , him 99



Bapak Hutu Mokodompis sebagai aparat Desa Borakia panggal 4 mei
2014 pukul 10:00 menyatakan bahwa Badan PermusgtamabDesa tidak dapat
merealisasikan aspirasi masyarakat yang telahnapai&an.

Selain itu Bapak Yono mokodompis sebagai ketua Bada
Permusyawaratan Desa di Desa Boroko pada tanggadi42014 pukul 11.00,
menjelaskan bahwa Kepala Desa di Desa Boroko kuraslfjpatkan Badan
Permusyawaratan Desa dalam hal pembahasan perancaesaturan Desa
(PERDES).

Berdasarkan uraian mengenai pemerintah Desa khgsufadan
Permusyawaratan Desa di Desa Boroko terdapat karipggmasalahan, maka
peneliti memandang perlu untuk menganalisis segeles mengenai fungsi
pelaksanaan Badan Permusywaratan Desa, dan olenakdu penulis akan
membahas suatu permasalahan yang berjuBtgktivitas Pelaksanaan Fungsi
Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Boroko KabupaterBolaang

Mongondow Utara ”



1.2Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang mengenai BadamuBgawaratan
Desa di atas maka dalam penelitian ini calon pemeémbatasi dan merumuskan
permasalahan sebagai berikut :
1. Bagaimana pelaksanaan fungsi Badan Permusyawabzaa di desa
Boroko Kabupaten Bolaang Mongondow Utara?
2. Apa hambatan dalam pelaksanaan fungsi Badan Peamasgtan Desa di
Desa Boroko Kabupaten Bolaang Mongondow Utara?
1.3Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah diatas maka yang marjjgh penelitian
ini adalah.
1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan ifurdsdan
Permusyawaratan Desa di Desa Boroko Kabupaten mplaeongondow
Utara
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan daldakgamaan fungsi
Badan Permusyawaratan Desa di Desa Boroko KabupBt#aang

Mongondow Utara.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat teoritis
Secara teoritis, peneliti berharap hasil penelitrindapat memberi manfaat

untuk:



a. Menjadi salah satu panduan dalam memaksimalkareprpslaksanaan
fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam membahaselayepakati
rancangan peraturan Desa bersama kepala Desa, mamandan
menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan melakylengawasan
kinerja kepala Desa

b. Menjadi salah satu kontribusi akademis dalam mabgegkan konsep
dan teori pemerintahan Desa

c. Diharapakan penelitian ini memberikan sumbanganikemn untuk di

jadikan acuan bagi penelitian yang akan datang.

1.4.2 Manfaat praktis
Sementara disisi praktis, peneliti juga berharapil hpenelitian ini dapat
bermanfaat untuk:
a) Bagi masyarakat
Memberikan  pengetahuan kepada masyarakat bahwa nBada
Permusyawaratan Desa itu berfungsi untuk membuaaregan peraturan
Desa, sebagaimana layaknya DPRD membuat peratumaratd Dan
melalui pembentukan Badan Permusywaratan Desa diemgah bagi
masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya, sertgadieacuan bagi
masyarakat untuk bersama-sama mendukung dan mesig&werja
Badan permusyawaratan Desa.

b) Bagi Instansi terkait



Penelitian ini memberikan dorongan moral dan memkitkan kesadaran
kepada Badan Permusyawaratan Desa akan fungsimga daembahas
dan menyepakati rancangan peraturan Desa bersampalakd®esa;

menampung dan menyalurkan aspirasi masyrakat Rissa;melakukan

pengawasan kinerja kepala Desa. Selain itu, Pamelihi memberikan

pemahaman kepada Badan Permusyawaratan Desa mekigerja yang

sebenaranya dalam membahas dan menyepakati Ranc&sgaturan

Desa bersama kepala Desa; menampung dan menyalagaraasi

maasyrakat Desa; dan melakukan pengawasan kinepalek Desa agar
dapat memberikan partisipasi terhadap keberlangsurgemerintahan
Desa.

Bagi pemerintah

Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan daornvdsi kepada
pemerintah untuk dapat bersikap lebih aktif dalaemgawasi pelaksaanan
fungsi dan proses kinerja BPD dalam membahas deanyepaki

Rancangan Peraturan Desa bersama kepala Desa; mempnuan

menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan melakylengawasan

kinerja kepala Desa.



